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1.1 Latar Belakang

Wilayah lautan Indonesia mencapai dua per tiga dari seluruh wilayah
Indonesia, yaitu 6,32 juta kilometer persegi (km?), 13.487 pulau (PBB, 2017),
dan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km?,
maka sudah selayaknya Indonesia mengaktualisasikan diri sebagai poros maritim
dunia. Untuk mewujudkan visi Indenesia sebagai poros maritim dunia, harus
segera dijawab dengan upaya membangun kembali sektor kelautan dan perikanan
Indonesia berdasarkan pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Indonesia telah melangkah dari sekedar negara penghasil sumber daya
perikanan‘menjadi negara yang memulai “best practices” dalam penegakan hukum
perikanan dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Setelah ikhtiar
pemberantasan [UU fishing berhasil menumbuhkan efek jera (deterrent effect) dalam
dua tahun terakhir ini, reformasi tata kelola perikanan dilakukan berdasarkan prinsip
keberlanjutan (sustainability) daya dukung ekosistem. Dengan menegakkan kedaulatan
dan menjaga keberlanjutan, peluang pengelolaan perikanan dalam mewujudkan
kesejahteraan nelayan (prosperity) terbuka lebar. Saat ini, stok ikan semakin banyak,
investasi asing di sektor penangkapan ikan juga telah ditutup. Nelayan Indonesia mulai
dapat menikmati kekayaan laut Indonesia dan menjadi tuan di negeri sendiri setelah
berpuluh-puluh tahun dijarah oleh kapal ikan asing melalui cara yang legal maupun
ilegal. Untuk menjaga kontinuitas dari langkah-langkah perbaikan tata kelola
pembangunan perikanan maka dibutuhkan payung hukum yang lebih kuat antara lain
melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Perikanan agar sesuai dengan prinsip-
prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, salah satunya adalah dengan
menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk menertibkan dan melarang alat
penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak kelestarian sumber
daya perikanan dan ekosistem perikanan. Alat penangkap ikan yang dimaksud salah
satunya adalah jaring arad.

Jaring arad merupakan salah satu alat penangkap yang ditujukan untuk
menangkap udang. Jaring arad adalah alat tangkap yang dioperasikan secara
aktif dengan cara ditarik oleh perahu. Hasil tangkapan alat tangkap jaring arad

dapat dikategorikan ke dalam hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan



sampingan. Hasil tangkapan utama merupakan hasil tangkapan yang menjadi
tujuan utama nelayan, sedangkan hasil tangkap sampingan merupakan tangkapan
yang tidak sengaja tertangkap sewaktu alat tangkap jaring arad dioperasikan.
Hasil tangkapan utama dari jaring arad ini adalah udang dan hasil tangkap
sampingan berupa ikan-ikan demersal yang berukuran kecil seperti pepetek
(Leiognathus sp), gulamah (Argyrosomus sp), beloso (Saurida tumbil), tigawaja
(Pennahia argentata), pari (Himantura gerrardi), dan lain-lain.Mengacu pada
Tatalaksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (Code of Conduct for
Responsible Fisheries) (FAO;1995), permasalahan utama pada perikanan jaring
arad adalah ketidakselektifan alat tangkap ini terhadap hasil tangkapan sehingga
hasil tangkap_sampingan (HTS) yang tertangkap jumlahnya jauh lebih besar
dibandingkan dengan udang sebagai target spesies. Hasil tangkapan sampingan
dari jaring arad ada yang dimanfaatkan dan ada juga yang dibuang ke laut baik
dalam keadaan hidup atau mati. Proses pembuangan hasil tangkap sampingan
dapat menyebabkan berkurangnya stok spesies target dan spesies non target yang
memiliki nilai ekonomis serta /dapat mengganggu proses ekologi di dasar
perairan (Saila, 1983 diacu dalam Hall, 1999).

Sumber daya perikanan sebagai tisaha milik bersama (common property)
memungkinkan masuknya nelayan baru ke wilayah areal penangkapan ikan yang
akan membuat intensitas penangkapan akan bertambah. Namun demikian, karena
jumlah potensi perairan yang terbatas pada akhirnya akan menurunkan produksi
hasil tangkapan per unit usaha. Untuk meningkatkan produksi, maka nelayan
akan terus berusaha meningkatkan kapasitas penangkapan dengan menambah
jumlah alat tangkap (Clark et al.,1985). Bila ini terjadi, maka penangkapan ikan
secara berlebihan (biological overfishing) bisa saja terjadi secara bersama dengan
kelebihan investasi (economic verfishing).

Dengan adanya dampak tersebut maka diperlukan sebuah regulasi untuk
melindungi sumber daya perairan terutama vulnerable spesies yang diakibatkan
eksploitasi maupun alat tangkap ikan yang bersifat destruktif. Atas dasar tersebut,
pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah
peraturan (regulasi) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat



Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan di perairan Negara
Indonesia agar tetap lestari. Hal ini didasari karena penggunaan alat tangkap ikan
tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat ekosistem perikanan.

Nelayan perairan Teluk Jakarta menggunakan banyak macam alat
penangkap ikan, antara lain jaring rampus, gillnet, mini purse seine, jaring arad.
Pada tahun 2014 sekitar kurang lebih 105 jaring arad, itupun asal nelayan dari
sekitar dari Jawa Barat, sedangkan daerah Cilincing sekitar 30 sampai 40 jaring
arad. Akibat adanya penggunaan jaring arad,. mengakibatkan kecemburuan antar
sesama nelayan karena tingkat selektivitas jaring. arad yang rendah yang
mengeruk semua sumber daya yang dilalui oleh alat penangkap tersebut. Dampak
lain akibat penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik adalah
rusaknya sebagian ekosistem sumber daya perairan yang berada di Teluk Jakarta
(Purbayanto, 2010).

Perkembangan perikanan saat ' ini cenderung semakin mengarah kepada
pemanfaatan perikanan yang tidak/ mengenal kesepakatan Dbatas-batas wilayah
pengelolaan maupun penggunaan, teknologi yang tidak sejalan dengan konsep ramah
lingkungan. Beberapa data menunjukkan pada kawasan padat nelayan seperti Teluk
Jakarta lebih banyak ditemukan modifikasi' dan diversifikasi alat tangkap untuk

menangkap segala spesies yang masih tersedia.

Dampak kondisi perairan Teluk Jakarta sebelum diberlakukannya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 adalah
terjadinya kondisi saling “kucing-kucingan” antara petugas (Pengawas Perikanan,
Polair, dan TNI AL) dengan oknum nelayan yang menggunakan jaring arad,
karena pada prinsipnya jaring arad merupakan salah satu modifikasi dari trawl
yang sejak tahun 1980 melalui Peraturan Pemerintah N0.39/1980. Selain kondisi
tersebut, terjadi konflik horizontal yang melibatkan nelayan jaring arad dengan
nelayan alat penangkap ikan ramah lingkungan lainnya akibat adanya
kecemburuan sosial hasil tangkapan jaring arad yang tidak selektif. Terjadi
kerusakan ekosistem di sekitar perairan Teluk Jakarta (khususnya wilayah
perairan Pulau Seribu) akibat kondisi overfishing dan kerusakan terumbu karang
akibat operasional jaring arad. Pada kondisi sumber daya ikan yang mengalami

tangkap lebih dan kerusakan habitat seperti di Teluk Jakarta saat ini,



pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
71/Permen.KP/2016 akan berdampak pada pemulihan stok dan habitat sumber
daya ikan. Hal ini akan meningkatkan hasil tangkap per satuan usaha (CPUE)
dari nelayan karena stok mengalami pemulihan (heal the ocean).

Skripsi ini dibuat untuk mengetahui dampak akibat pemberlakuan
peraturan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya
jaring arad yang berada di Teluk Jakarta. Hal ini didasari karena penggunaan alat
tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat ekosistem perikanan di
Teluk Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah
Pemanfaatan sumber daya perikanan di Teluk Jakarta harus didukung
oleh~kesadaran masyarakat nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap
terlarang yang tidak ramah lingkungan. Permasalahan yang dihadapi adalah :
a. Bagaimana respon nelayan jaring arad terhadap pemberlakuan dari Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen.KP/2016; dan
b. Bagaimana dampak diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 71/Permen.KP/2016 terhadap' lingkungan sosial,ekonomi, dan

kelestarian ternadap sumber daya ikan.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mengetahui respon nelayan jaring arad terhadap diberlakukannya Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen.KP/2016; dan
b. Menganalisis. dampak sosial, ekonomi, kelestarian sumber daya ikan
diberlakukanya  Peraturan ~ Menteri  Kelautan  Perikanan ~ Nomor

71/Permen.KP/2016 bagi nelayan jaring Arad.



1.4 Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
a. Manfaat Teoritis
» Menambah bahan pustaka Tentang Hukum Laut mengenai masalah illegal
fishing.
» Memberi masukan bagi peneliti selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
» Memberi manfaat bagi instansi terkait khususnya pengawas perikanan dan
nelayan Indonesia _untuk lebih “berperan aktif dalam menjaga
keberlangsungan sumber daya perikanan di Perairan Teluk Jakarta
» Memberikan penjelasan yang detail dan rinci alasan dari terbitnya Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen.KP/2016 sehingga
dapat diterima oleh masayarakat nelayan.
1.5 Batasan Penelitian
Batasan penelitian yang dilaksanakan antara lain :
a. Dampak Sosial
» Konflik antara nelayan jaring arad dengan nelayan alat tangkap yang lain.
b. Dampak Ekonomi
» Pendapatan nelayan jaring arad tahun 2014 sampai tahun 2016.
» Hasil tangkapan nelayan jaring arad tahun 2014 sampai tahun 2016.
c. Dampak Kelestarian Sumber Daya Ikan
» Ukuran hasil tangkapan nelayan jaring arad tahun 2015 sampai tahun 2016.
» Kerusakan lingkungan perairan





